SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,
bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun
2022;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, menyatakan pelaksanaan pembayaran konpensasi
berupa pembayaran gaji dan/atau tunjangan dilakukan
pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan,
maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 96
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4244);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor S50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar
50);



12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjar Nomor 53);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022
Nomor 96) diubah, sebagai berikut:

Ketentuan huruf c angka 3 angka romawi IV.9.1. Lampiran IV
Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2023
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 48




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Iv.9.1. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI

3. PROSEDUR PENERBITAN SP2D-LS BELANJA GAJI DAN
TUNJANGAN

a.

b.

PA menyerahkan SPM-LS Belanja Gaji dan Tunjangan kepada

Kuasa BUD.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang

diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional

mitra kerjanya.

Menerbitkan SP2D Gaji pada hari pertama atau hari kerja

pertama setiap bulan.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban

untuk:

a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan;
dan

d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran
daerah.

e. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan
PA/KPA apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PA/KPA; dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya

SPM.

PA Menerima Surat Pengembalian SPM-LS dari Kuasa BUD

sehingga SPM-LS Belanja Gaji dan Tunjangan harus

disempurnakan.

Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D-LS Belanja Gaji

dan Tunjangan terdiri dari:

1) SPM LS Belanja gaji dan tunjangan.

2) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan.

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

4) Lampiran lainnya atau Dokumen pendukung sesuai
peruntukannya.

5) Billing PPh 21.

6) Potongan IWP.

7) Potongan iuran lainnya (apabila ada).

8) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.

9) Checklist penelitian kelengkapan dokumen.



SP2D-LS Belanja Gaji dan Tunjangan yang diterbitkan oleh
Kuasa BUD dibuat rangkap S (lima) untuk:

a. Bank yang ditunjuk 1 (satu) lembar;

b. Kuasa BUD 2 (dua) lembar; dan

c. PA 2 (dua) lembar.

Bendahara Pengeluaran menerima SP2D-LS Belanja Gaji dan
Tunjangan serta mencatat SP2D-LS Belanja Gaji dan
Tunjangan pada dokumen Penatausahaan dan membuat
Register SP2D-LS Gaji dan Tunjangan.

WALI KOTA BANJAR,
TTD

ADE UU SUKAESIH



